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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI 

ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN 

  

ABSTRAK  -   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 dan pasal 185 huruf b 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu  

menetapkan Peraturan Pemerintah ini. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), 

UU No. 18 Tahun 2013, UU No. 11 Tahun 2020. 

 

- Kebijakan pembangunan di bidang kehutanan mengamanatkan bahwa dalam 

rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Hutan dalam mendukung 

keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologis Hutan sebagai 

penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib 

memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan. 

 

- Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang 

telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki lzin Lokasi dan/atau 

izin usaha di bidang perkebunan dan tidak memiliki Perizinan di bidang 

kehutanan, data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, 

dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang 

tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan. 

 

- Inventarisasi data dan informa Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang 

telah ada, memiliki izin Lokasi dan izin usaha di bidang perkebunan yang 

sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang 

kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya UU tentang Cipta Kerja, untuk 

menyelesaikan pengurusan Perizinan di bidang kehutanan dengan membayar 

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sanksi 

Administratif dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak menyelesaikan 

persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 tahun sejak 

berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja yaitu pembayaran Denda 

Administratif, pencabutan Perizinan Berusaha.  

 

- Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam 

Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya UU tentang Cipta Kerja 

dan belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi 

Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah 

pembayaran Denda administratif, paksaan pemerintah untuk selanjutnya 

diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di 

dalam kawasan Hutan Produksi. 



 

- Untuk mendukung efek eksekutorial dari pengenaan Sanksi Administratif 

berupa pembayaran Denda Administratif maka diatur tata cara dan 

mekanisme paksaan pemerintah berupa pemblokiran, pencegahan ke luar 

negeri, penyitaan aset, dan paksa badan bagi Setiap Orang yang tidak 

melaksanakan Sanksi Administratif.  

 

  

Catatan - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 

Februari 2021. 

- Penjelasan : 15 hlm.a 
 


